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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya
disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk,
keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan
karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta
pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan
pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu
pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik,
agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan
satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan
ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain
dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan
penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak,
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian
hewan, membahayakan kesehatan manusia,
menimbulkan kerugian sosial, ekcnomi yang bersifat
nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam,
tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan
yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di
area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah
dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat
membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam,
tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

HPIK Golongan I adalah semua HPIK yang belum terdapat
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
tidak dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media
pembawanya.

5. HPIK . ..
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Hewan Organik adalah Hewan milik instansi pemerintah,
yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka
membantu tugas kedinasan.

Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari
Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,
pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan
perairan.

Produk Ikan adalah Ikan atau bagian-bagiannya dalam
keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun
yang telah diolah.

Tumbuhan adalah sumber daya alam nabati atau bagian-
bagiannya yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya
berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup.

Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau
bagian-bagiannya dalam keadaan mati, baik yang belum
diolah maupun yang telah diolah.

Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan,
Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk Rekayasa
Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi, Sumber Daya
Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, serta
Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka
yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah kegiatan
yang dilakukan Pejabat Karantina di tempat pemasukan
dan/atau tempat pengeluaran terhadap Media Pembawa
HPHK, HPIK, atau OPTK yang dilalulintaskan dalam
rangka untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan
atau minuman.

22.Pakan ...
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Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran,
baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang
diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup,
berproduksi, dan berkembang biak.

Media Pembawa Lain adalah Media Pembawa yang tidak
digolongkan Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk lkan,
Tumbuhan, Produk Tumbuhan yang dapat membawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.

Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi
dan/atau membungkus Media Pembawa HPHK, HPIK,
atau OPTK baik yang bersentuhan langsung maupun
tidak.

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk
dikonsumsi.

Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah Pakan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat mengganggu,
merugikan, dan/atau membahayakan  kesehatan
manusia, Hewan, dan/atau Ikan.

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar
kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.

Mutu Pakan adalah kesesuaian Pakan terhadap
dipenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia atau
persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi
yang selanjutnya disebut PRG adalah organisme hidup,
bagian-bagiannya, dan/atau hasil olahannya yang
mempunyai susunan genetik baru dari penerapan
bioteknologi modern.

Sumber Daya Genetik yang selanjutnya disingkat SDG
adalah genetik yang berasal dari Hewan, Ikan, Tumbuhan,
dan mikroorganisme, yang mengandung unit fungsional
pembawa sifat keturunan, dan yang mempunyai nilai
nyata atau potensial.

31. Agensia . . .
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Agensia Hayati adalah setiap organisme yang dapat
digunakan untuk keperluan pengendalian hama penyakit
Hewan, Ikan, atau OPT, proses produksi, dan pengolahan
hasil pertanian untuk keperluan industri, kesehatan, dan
lingkungan.

Jenis Asing Invasif adalah Hewan, lkan, Tumbuhan,
mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan
merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat
menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian
ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap
keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.

Tumbuhan dan Satwa Liar adalah semua Tumbuhan yang
hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang masih
mempunyai kemurnian jenis, atau semua binatang yang
hidup di darat, air, dan/atau wudara yang masih
mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun
yang dipelihara oleh manusia.

Tumbuhan dan Satwa Langka adalah semua Tumbuhan
atau binatang yang hidup di alam bebas dan/atau
dipelihara yang terancam punah, tingkat
perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya,
populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor
pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan
tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat.

Area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan,
bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam
wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK,
HPIK, dan OPTK.

Kawasan Karantina adalah suatu kawasan atau daerah
yang pada awalnya diketahui bebas dari hama dan
penyakit karantina, tetapi berdasarkan hasil pemantauan
ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan
suatu hama dan penyakit karantina yang masih terbatas
penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan
pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa HPHK,
HPIK, atau OPTK dari dan/atau ke dalam kawasan atau
daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya.

38. Instalasi . . .






47.

48.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8 -

Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan
untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau
menyediakan Instalasi Karantina.

Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang
menyelenggarakan pos.

BAB II

TINGKAT PELINDUNGAN NEGARA YANG LAYAK,
SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Tingkat Pelindungan Negara yang Layak dan Analisis Risiko

SK No 170846 A
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(2)

(3)

(4)

()

Pasal 2

Penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkat
pelindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan
OPTK.

Tingkat pelindungan negara yang layak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pelindungan
hingga batas risiko yang dapat diterima dalam melindungi
kehidupan dan kesehatan manusia, Hewan, lkan, dan
Tumbuhan.

Batas risiko yang dapat diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditentukan melalui Analisis Risiko.

Tingkat pelindungan negara yang layak terhadap HPHK,
HPIK, dan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.

Kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menetapkan tingkat pelindungan negara
yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK setelah
berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait
sesuai kewenangannya.

Pasal 3

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK
yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status
dan situasi HPHK, HPIK, dan/atau OPTK di negara asal.

Pasal 4 . ..
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Pasal 4

Analisis Risiko terhadap Media Pembawa HPHK dan HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
a. identifikasi bahaya;

b. penilaian risiko;

c. manajemen risiko; dan

d. komunikasi risiko.

Analisis Risiko terhadap Media Pembawa OPTK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan:
a. inisiasi;

b. penilaian risiko; dan

c. pengelolaan risiko.

Pasal 5

Analisis Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
diberlakukan terhadap Pemasukan Ikan dan/atau Produk
Ikan yang berasal dari:

4. negara anggota badan kesehatan Hewan dunia; dan

b. negara bukan anggota badan kesehatan Hewan dunia.

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dilakukan terhadap Pemasukan Ikan dan/atau

Produk Ikan untuk pertama kali ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan:

a. jenis atau strain/varietas Ikan baru;

b. Produk Ikan baru;

c. berasal dari negara yang memiliki penyakit Ikan baru;
dan/atau

d. berasal dari negara yang sedang terkena wabah
penyakit Ikan.

Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dilakukan untuk setiap kali Pemasukan Ikan
dan/atau Produk Ikan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bagian . . .
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Pasal 8

Tindakan Karantina pengamanan maksimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap Media Pembawa
HPHK, HPIK, dan OPTK dilakukan di Instalasi Karantina yang
menerapkan prinsip pengamanan maksimal.

Pasal 9

Penetapan Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit harus
mempertimbangkan: ,

a. kesiapan fasilitas prasarana dan sarana, alat angkut,
bongkar muat Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK, dan
tempat tindakan Karantina;

b. status dan situasi HPHK, HPIK, atau OPTK di negara asal
dan daerah pada negara asal;

c. status dan situasi HPHK, HPIK, atau OPTK di daerah yang
akan dijadikan Tempat Pemasukan khusus; dan

d. jarak antara Tempat Pemasukan khusus dengan lokasi
pelaksanaan tindakan Karantina.

Pasal 10

(1) Dalam rangka mendukung program pemerintah, kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina dapat menetapkan
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang bersifat
sementara terhadap lalu lintas Media Pembawa HPHK,
HPIK, atau OPTK antar-Area dalam wilayah Indonesia.

(2) Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mempertimbangkan risiko masuk dan
tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK, serta kesiapan
prasarana dan sarana bongkar muat Media Pembawa
HPHK, HPIK, atau OPTK.

Pasal 11

(1) Untuk mencegah masuknya HPHK, HPIK, dan OPTK
melalui Transit, kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina:
a. menetapkan tempat Transit dan Area yang dapat

disinggahi maupun yang dilarang Transit di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

b. menyetujui . . .
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Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki standar kompetensi sesuai dengan
bidangnya.

Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan dan/atau
pelatihan secara berjenjang.

Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan pendidikan dan/atau pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai
dengan manajemen aparatur sipil negara.

Manajemen aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b terdiri atas jabatan administrasi, jabatan
fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan
kebutuhan.

Pejabat lainnya dan analisis jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prasarana dan Sarana

Pasal 16

Prasarana berupa tanah dan bangunan digunakan sebagai
tempat untuk pelaksanaan tindakan Karantina di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan/atau di luar
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Ctoritas Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
menyediakan prasarana berupa tanah dan bangunan
sebagai tempat pelaksanaan tindakan Karantina di
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Otoritas Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran
dalam menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan kepala lembaga
pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina.

(4) Lembaga . . .
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Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina menyediakan
prasarana berupa tanah dan bangunan sebagai tempat
pelaksanaan tindakan Karantina di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) mengacu pada standar kebutuhan
minimal untuk melakukan tindakan Karantina.

Pasal 17

Sarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina meliputi:

a.

Instalasi Karantina;

b. Tempat Lain; dan

C.

laboratorium,

beserta kelengkapannya.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Instalasi Karantina beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

a. lahan;

b. bangunan;

c. peralatan; dan

d. sarana pendukung.

Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban
membangun Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran dan/atau di luar Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.

Pembangunan Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis:
Analisis Risiko penyebaran HPHK, HPIK, atau OPTK;
kesejahteraan Hewan dan Ikan;

keamanan produk; dan

sosial budaya dan lingkungan.

oo

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Dalam hal Instalasi Karantina sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat
menampung keseluruhan Media Pembawa HPHK, HPIK,
atau  OPTK, kepala lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina
menetapkan Instalasi Karantina Pihak Lain di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Instalasi Karantina Pihak Lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus berbadan hukum dan memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3).

Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
merupakan Pemilik.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan jenis tindakan Karantina yang
dilaksanakan dan jenis Media Pembawa HPHK, HPIK, atau
OPTK dan persyaratan lahan, bangunan, peralatan, dan
sarana pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi Karantina Pihak
Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 20

Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban
menyediakan Tempat Lain beserta kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b untuk
pelaksanaan tindakan Karantina.

Tempat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 21

Dalam hal fasilitas Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 belum tersedia atau tidak dapat menampung
keseluruhan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK, kepala
lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang Karantina dapat menetapkan Tempat Lain yang
diajukan oleh Setiap Orang.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22

Penetapan Tempat Lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 harus memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persyaratan prasarana dan sarana sesuai dengan
jenis tindakan Karantina yang dilaksanakan dan jenis
Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dan persyaratan
lahan, bangunan, peralatan, dan sarana pendukung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 23

Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina berkewajiban
membangun laboratorium Karantina beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf ¢ di dalam atau di luar Tempat Pemasukan dan
Tempat Pengeluaran.

Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk keperluan:
a. tindakan Karantina pemeriksaan berupa:
1. diagnosis dan/atau deteksi HPHK;
2. diagnosis dan/atau deteksi Hama dan Penyakit
Ikan atau HPIK; dan/atau
3. deteksi dan identifikasi OPT atau OPTK; atau
b. Pengawasan berupa pengujian:
Keamanan Pangan;
Keamanan Pakan;
Mutu Pangan; dan/atau
Mutu Pakan.

i S

Pasal 24
Laboratorium Karantina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) dibangun sesuai dengan tingkatan dan
kriteria laboratorium Karantina.

(2) Tingkatan . . .
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Tingkatan dan  kriteria laboratorium  Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. ditetapkan berdasarkan fasilitas laboratorium dan
jumlah serta kompetensi sumber daya manusia
dengan mempertimbangkan tingkat risiko; dan

b. mengacu pada standar dan/atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal laboratorium Karantina beserta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf ¢ belum memadai untuk keperluan pelaksanaan
tindakan Karantina, dapat menggunakan laboratorium
yang dimiliki perguruan tinggi atau laboratorium swasta
yang terakreditasi.

Selain menggunakan laboratorium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipergunakan
laboratorium pemerintah yang terakreditasi.

Ketentuan  lebih lanjut mengenai  penggunaan
laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.

BAB III

KATEGORI RISIKO, PENETAPAN JENIS HPHK, HPIK, OPTK, DAN MEDIA
PEMBAWA, DAN PEMBERITAHUAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT

SK No 170855 A

(1)

(2)

Bagian Kesatu
Kategori Risiko

Pasal 26

Pelaksanaan tindakan Karantina dilakukan sebelum
diajukan pemberitahuan pabean impor atau ekspor.

Pelaksanaan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan bersama antara Pejabat
Karantina Hewan, Pejabat Karantina Ikan, dan Pejabat
Karantina Tumbuhan dengan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 27 . ..
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Pasal 33

Daerah sebaran OPTK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 berdasarkan hasil pemantauan OPTK.

Pemantauan OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
imeiiputi:

a. pemantauan umum; dan

b. pemantauan khusus.

Pemantauan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
keberadaan dan sebaran OPTK di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan di negara lain.

Pemantauan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dimaksudkan untuk memastikan dan
mengonfirmasi keberadaan dan sebaran OPTK pada-Media
Pembawa OPTK dan/atau Media Pembawa Lain di suatu
Area.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan
OPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.

Paragraf 2

Penetapan jenis HPHK, Media Pembawa HPHK,
dan Media Pembawa HPHK yang Dilarang

Pasal 34

Penetapan jenis HPHK dan Media Pembawa HPHK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf b, minimali

memuat:

a. jenis HPHK;

b. agen penyebab;

c. cara penularan,

d. cara diagnosa;

e. tingkat risiko HPHK;

f. daerah penyebaran HPHK; dan
g. jenis Media Pembawa HPHK.

Pasal 35 . ..
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Pasal 35

Penetapan Media Pembawa HPHK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap
Media Pembawa HPHK:

tergolong jenis yang dilarang dilalulintaskan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

a.

b.

(1)

(2)

b

1.
2.

3.

erasal dari negara atau Area yang:

terjadi status situasi wabah HPHK;

terdapat penyakit Hewan menular yang belum diketahui
manajemen risikonya; dan/atau

terdapat penyakit Hewan menular yang manajemen
risikonya tidak dapat dilakukan di Tempat Pemasukan
atau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 36

Tingkat risiko HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf e terdiri atas kategori risiko:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal disusun berdasarkan:

keberadaan penyakit di daerah atau negara;

jenis agen penyakitnya;

inang (hospes);

cara penularan;

mortalitas;

morbiditas;

dampak terhadap kesehatan manusia; dan

dampak ekonominya.

o oe

S0 e

Pasal 37

Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas kategori risiko:

a. tinggi,;

b. sedang; dan

c. rendah.

Kategori risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas risiko:

a. sangat tinggi; dan

b. tinggi.

(3) Kategori . . .
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Kategori rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas risiko:

a. rendah; dan

b. sangat rendah.

Pasal 38

Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 berupa:
a. Hewan dengan kategori risiko:

1. sangat tinggi;

2. tinggi;
3. sedang; atau
4. rendah;
b. Produk Hewan dengan kategori risiko:
1. sedang;

2. rendah; atau
3. sangat rendah; atau
c. Media Pembawa Lain dengan kategori risiko:
1. sedang;
2. rendah; atau
3. sangat rendah.

Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal

disusun berdasarkan:

a. spesies atau jenis Hewan rentannya;

b. status situasi penyakit Hewan di daerah atau negara
asalnya; dan

C. cara penanganannya.

Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Produk

Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

minimal disusun berdasarkan:

a. jenis produknya;

b. status situasi penyakit Hewan di daerah atau negara
asalnya;

c. tingkat pengolahan; dan

d. cara pengemasannya.

Kategori risiko Media Pembawa HPHK berupa Media
Pembawa Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, minimal disusun berdasarkan:

jenis Media Pembawa Lain;

status situasi penyakit di daerah atau negara asalnya;
tingkat penanganannya; dan

cara pengemasannya.

aoop

Pasal 39 . ..
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Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis HPHK, Media Pembawa
HPHK, dan tingkat risiko HPHK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina setelah berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertanian.

Paragraf 3
Penetapan jenis HPIK, Media Pembawa HPIK,
dan Media Pembawa HPIK yang dilarang

Pasal 40

(1) Jenis HPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a disusun menurut tingkat bahaya HPIK terhadap:
a. kelestarian sumber daya ikan;
b. lingkungan; dan
c. kesehatan manusia.

(2) Jenis HPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkan menjadi:
a. HPIK Golongan [; dan
b. HPIK Golongan II.

Pasal 41

(1) Media Pembawa HPIK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas Media Pembawa HPIK:
a. risiko rendah;
b. risiko sedang; dan
c. risiko tinggi.

(2) Media Pembawa HPIK yang dilarang untuk dilakukan
Pemasukan, Pengeluaran, dan ditransitkan di, dari, atau
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c
merupakan Media Pembawa HPIK yang:

a. berpotensi tinggi membawa HPIK; dan
b. berasal dari negara Area wabah atau ditransitkan di
negara Area wabah.

(3) Penentuan . . .
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(3) Penentuan kategori risiko Media Pembawa HPIK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis HPIK, Media Pembawa
HPIK, dan Media Pembawa HPIK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan
peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang Karantina.

Paragraf 4
Penetapan Jenis OPTK, Media Pembawa OPTK,
dan Media Pembawa OPTK yang Dilarang

Pasal 43

Penetapan jenis OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. OPTK Kategori Al; dan

b. OPTK Kategori A2.

Pasal 44

(1) Penetapan Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas kategori risiko:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

(2) Kategori risiko Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK; dan
3. tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK.

(3) Tingkat pengolahan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Media Pembawa
OPTK:

a. diolah sampai pada tingkat yang tidak dapat lagi
terinfestasi OPTK;

b. diolah sampai pada tingkat yang masih dapat
terinfestasi OPTK; atau

c. belum atau tidak diolah.

(4) Tyjuan . . .
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(4) Tujuan peruntukan Media Pembawa OPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi untuk:
a. ditanam;
b. konsumsi;
c. pengolahan lebih lanjut; dan
d. peruntukan lainnya.

Pasal 45

(1) Penetapan Media Pembawa OPTK yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c,
minimal dilakukan terhadap Media Pembawa yang:

a. memiliki risiko tinggi; dan

b. belum diketahui pengelolaan risikonya di negara asal
dan/atau wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(2) Media Pembawa OPTK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang untuk:

a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. dikeluarkan atau dimasukkan dari suatu Area ke Area
lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; atau

d. ditransitkan di atau ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis OPTK, Media Pembawa
OPTK, dan Media Pembawa OPTK yang dilarang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur
dengan peraturan lembaga pemerintah yang melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Karantina setelah berkoordinasi
dengan menteri/kepala lembaga terkait sesuai
kewenangannya.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut

Pasal 47

(1) Setiap penanggung jawab alat angkut wajib
menyampaikan dokumen pemberitahuan Pemasukan
Media Pembawa HPHK, HPIK, dan CPTK kepada Pejabat
Karantina.

(2) Dokumen . . .
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina.
BAB IV
KARANTINA HEWAN

Bagian Kesatu

Rencana Pemasukan atau Pengeluaran

Media Pembawa HPHK
Pasal 55

Setiap Orang yang akan melakukan Pemasukan atau
Pengeluaran Media Pembawa HPHK menyampaikan
rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa
HPHK kepada Pejabat Karantina Hewan setempat.

Penyampaian rencana Pemasukan atau Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Media

Pembawa HPHK berupa:

a. Hewan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Pemasukan
atau Pengeluaran; atau

b. Produk Hewan dan Media Pembawa Lain paling
lambat 1 (satu) hari sebelum Pemasukan atau
Pengeluaran.

Penyampaian rencana Pemasukan atau Pengeluaran
Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan untuk mempersiapkan pelaksanaan
tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.

Bagian Kedua

Persyaratan Tindakan Karantina Hewan

Pasal 56

Setiap Orang yang melakukan Pemasukan dan/atau

Pengeluaran wajib:

a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi
Hewan dan/atau Produk Hewan;

b. memasukkan . . .
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Dalam hal Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Transit:

a. di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara
Transit wajib disertakan; dan/atau

b. di suatu Area, wajib dilengkapi surat keterangan
Transit yang dikeluarkan oleh Pejabat Karantina dari
tempat Transit.

Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenai

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 57

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c ke
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Media
Pembawa HPHK tiba di Tempat Pemasukan, dan
menyerahkan Media Pembawa HPHK pada saat tiba
di Tempat Pemasukan.

Pelaporan dan penyerahan Media Pembawa HPHK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c
untuk Pemasukan antar Area di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia paling lambat pada saat tiba
di Tempat Pemasukan.

Dalam hal Media Pembawa HPHK diangkut menggunakan
alat angkut darat, pelaporan dan penyerahan Media
Pembawa HPHK disampaikan paling lambat pada saat
kedatangan Media Pembawa HPHK di Tempat Pemasukan.

Pasal 58

Pejabat Karantina Hewan menerbitkan berita acara terhadap
pelaporan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57.

(1)

Pasal 59

Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan dokumen
yang terkait dengan:

a. tindakan Karantina Hewan; dan

b. Pengawasan . . .
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Penggunaan kategori risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk menentukan:

a.

tindakan Karantina Hewan yang sesuai dengan tingkat

risiko:

1. HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan

2. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 38; dan

tempat pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan

Pengawasan secara terintegrasi:

1. di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran,
baik di dalam maupun di luar Instalasi Karantina
Hewan; atau

2. di luar Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran, baik di dalam maupun di luar
Instalasi Karantina Hewan atau di Tempat Lain.

Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 1 dilakukan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa HPHK berupa:

a.

Hewan dengan kategori risiko sangat tinggi dan rendah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf a angka 1 dan angka 4, serta Hewan dan Hewan
yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa
Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b;

Produk Hewan dengan kategori risiko rendah dan
sangat rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, serta Produk
Hewan dan Produk Hewan yang tergolong Pangan,
Pakan, atau PRG sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf c; dan

Media Pembawa Lain dengan kategori risiko rendah
dan sangat rendah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) huruf ¢ angka 2 dan angka 3, serta
Media Pembawa Lain dan Media Pembawa Lain yang
tergolong PRG, atau Agensia Hayati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf d.

(4) Pelaksanaan . . .
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(4) Pelaksanaan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
secara terintegrasi di luar Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
angka 2 dilakukan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa HPHK berupa:

a. Hewan dengan kategori risiko tinggi dan sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf a angka 2 dan angka 3, serta Hewan dan Hewan
yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif, Satwa
Liar, atau Satwa Langka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b;

b. Produk Hewan dengan kategori risiko sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf b angka 1, dan Produk Hewan dan Produk
Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau PRG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
huruf a dan huruf c; dan

c. Media Pembawa Lain dengan kategori risiko sedang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
huruf c angka 1, dan Media Pembawa Lain dan Media
Pembawa Lain yang tergolong PRG, atau Pasal 61
ayat (2) huruf a dan huruf d.

Pasal 65

Dalam hal untuk kepentingan nasional dilakukan Pemasukan
Media Pembawa HPHK berupa Hewan dengan kategori risiko
sangat tinggi ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dikenai tindakan Karantina pengamanan maksimal
di Tempat Pemasukan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.

Paragraf 2
Pemeriksaan

Pasal 66

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 terdiri atas:
a. pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
dan
b. pemeriksaan kesehatan, uji Keamanan Pangan, uji
Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji
Mutu Pakan.

(2) Pemeriksaan . . .
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Pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

untuk mengetahui:

a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen
persyaratan; dan

b. kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa HPHK
dengan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berupa:

a. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf a dan/atau ayat (6) huruf a;

b. surat keterangan Media Pembawa Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5);

c. surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 ayat (6) huruf b; dan

d. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Pcreriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris;

b. pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris; atau

c. penilaian risiko.

Pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara
inspeksi dan pemeriksaan sistem tubuh untuk
mengetahui timbulnya gejala klinis HPHK yang
merupakan penyakit Hewan.

Pemeriksaan sanitasi dan/atau laboratoris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara
pemeriksaan organoleptik untuk mengetahui kemurnian
atau keutuhan.

Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c¢ dilakukan dengan cara menilai tingkat
kerentanan, tingkat pengolahan, status situasi, dan
tindakan perlakuan di negara asal atau Area asal untuk
mengetahui status risiko.

Selain menggunakan pemeriksaan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksaan
kesehatan dapat menggunakan teknik dan metode
pemeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan teknologi.

Pasal 67 . ..
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Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan klinis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan gejala
penyakit Hewan yang bersifat individual dan/atau
penyakit Hewan menular yang tidak termasuk jenis HPHK
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf a, dilakukan pengobatan.

Pasal 69

Dalam hal terjadi kerusakan, kebocoran Kemasan, atau
diduga terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada
Keamanan Pangan, Keamanan Pakan, Mutu Pangan,
dan/atau Mutu Pakan, dilakukan uji Keamanan Pangan,
uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu
Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf b.

Uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu

Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG; dan

b. Pangan atau Pakan.

Pasal 70

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a ternyata:

a. Pemasukan atau Pengeluaran Pangan, Pakan, PRG,
SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar,
atau Satwa Langka:

1. tidak termasuk jenis Media Pembawa HPHK yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) huruf b; dan

2. wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait dengan
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b,

dilakukan Pengawasan secara terintegrasi; atau

b. Pemasukan atau Pengeluaran:

1. dipastikan bukan merupakan Media Pembawa
HPHK; dan

2. tidak wajib dilengkapi dokumen lain yang terkait
dengan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 ayat (1) huruf b,

diterbitkan surat keterangan bukan Media Pembawa

HPHK oleh Pejabat Karantina Hewan.

(2) Penerbitan . . .
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Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b memuat keterangan barang yang tidak
dikenai tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan.

Dalam hal Pemasukan atau Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. ditemukan gejala penyakit Hewan yang bersifat
individual dan/atau penyakit Hewan menular yang
tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
huruf a, dilakukan pengobatan; atau

b. terjadi kerusakan, kebocoran kemasan, atau diduga
terjadi perubahan kondisi yang berdampak pada
Keamanan Pangan dan/atau Mutu Pangan, dilakukan
uji Keamanan Pangan, dan/atau uji Mutu Pangan.

Paragraf 3
Pengasingan dan Pengamatan

Pasal 71

Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a angka 2 dan angka 3
dilakukan di Instalasi Karantina untuk mendeteksi HPHK
yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana,
dan/atau kondisi khusus.

Selain pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengamatan dapat dilakukan untuk mengamati situasi
HPHK pada suatu negara, Area, atau tempat asal.

Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK

berupa Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (2) huruf a atau Hewan yang tergolong PRG, SDG,

Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b

berdasarkan:

a. hasil Analisis Risiko; dan/atau

b. hasil pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris
ditemukan gejala klinis HPHK.

Pasal 72 . ..
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Pasal 72

Pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Media
Pembawa HPHK untuk diadakan  pengamatan,
pemeriksaan Kklinis dan/atau laboratoris, dan perlakuan
dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan
HPHK.

Pengasingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dibutuhkan
untuk pengamatan, pemeriksaan klinis dan/atau
laboratoris, dan perlakuan.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipergunakan sebagai dasar masa Karantina.

Masa karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dihitung sejak Media Pembawa HPHK berupa Hewan
diserahkan oleh Pemilik kepada Pejabat Karantina Hewan
sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan
Karantina Hewan.

Pasal 73

Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
dilakukan untuk mengamati timbulnya gejala HPHK
selama pengasingan.

Jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan masa inkubasi dan sifat penyakit Hewan.

Apabila pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 ayat (2) ternyata diperoleh hasil diagnosa

definitif:

a. tidak ditemukan HPHK, dilakukan pembebasan
sebelum selesainya masa inkubasi; atau

b. ditemukan HPHK, dilakukan perlakuan dan/atau
pemusnahan.

Pasal 74

Pelaksanaan tindakan Karantina pascamasuk terhadap
Satwa Liar dan Satwa Langka yang dipelihara atau
dikembangbiakkan di lingkungan atau dalam kondisi
terkontrol dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di
wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan.

(2) Wilayah . . .
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Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terisolasi dan
terkontrol lalu lintasnya, serta memenuhi persyaratan
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wilayah pemeliharaan atau wilayah pengembangbiakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan habitat
buatan.

Seluruh wilayah pemeliharaan atau wilayah
pengembangbiakan Satwa Liar dan Satwa Langka
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai
Instalasi Karantina Hewan pascamasuk.

Paragraf 4
Perlakuan

Pasal 75

Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 4 dilakukan untuk membebaskan
atau menyucihamakan Media Pembawa HPHK dari HPHK,
atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif, dan
promotif.

Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperlukan, jika setelah dilakukan:

a. pemeriksaan kesehatan terhadap Media Pembawa
HPHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1), ayat (2), atau ayat (3); atau

b. pengasingan dan pengamatan terhadap Media
Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71,

ternyata tertular atau diduga tertular HPHK, dilakukan

perlakuan.

Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap

Media Pembawa HPHK berupa:

a. Hewan; dan

b. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing Invasif,
Satwa Liar, atau Satwa Langka,

hanya dapat dilakukan setelah diperiksa terlebih dahulu

secara fisik dan dinilai tidak mengganggu pengamatan dan

pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris.

Paragraf 5 . . .
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Paragraf S5
Penahanan

Pasal 76

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (3) huruf a angka 5 dan huruf b angka 2 dilakukan

jika setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan

kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (1) huruf a ternyata:

a. dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi;
dan/atau

b. Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen
persyaratan.

Peinenuhan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah Pemilik menerima surat penahanan.

Media Pembawa HPHK hanya dapat dilakukan penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih
dahulu diperiksa kesehatannya dan dinilai tidak
berpotensi membawa dan menyebarkan HPHK.

Selama penahanan terhadap:

a. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa:
1. Hewan; dan
2. Hewan yang tergolong PRG, SDG, Jenis Asing

Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka,

dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengamatan,
dan/atau perlakuan yang bertujuan untuk mendeteksi
kemungkinan adanya HPHK dan penyakit Hewan
lainnya dan/atau mencegah kemungkinan
penularannya; atau

b. Media Pembawa HPHK sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berupa PRG, SDG, Satwa Liar, atau Satwa
Langka dapat dilakukan pengobatan yang bertujuan
menyembuhkan dari penyakit Hewan yang bersifat
individual dan/atau penyakit Hewan menular yang
tidak termasuk jenis HPHK yang ditetapkan,

berdasarkan pertimbangan Dokter Hewan Karantina.

Paragraf 6 . . .
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Paragraf 6
Penolakan

Pasal 77

Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3) huruf a angka 6 dan huruf b angka 3 dilakukan
terhadap Pemasukan atau Pengeluaran yang:

a.

setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 di atas alat angkut di Tempat

Pemasukan:

1. tertular HPHK; atau

2. merupakan jenis:

a) Media Pembawa HPHK yang dilarang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; atau
b) Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,

Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa
Langka yang dilarang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 atau Pasal 60;

setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75, Media Pembawa HPHK tidak dapat

disembuhkan dan/atau disucihamakan dari HPHK;

atau

setelah  jangka waktu pemenuhan dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

ayat (2) berakhir, keseluruhan persyaratan yang harus

dilengkapi tidak terpenuhi.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap
Pemasukan dilakukan dengan cara mengeluarkan Media
Pembawa HPHK, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia
Hayati, Jenis Asing Invasif, Satwa Liar, atau Satwa Langka
yang dilarang dari:

a.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

b. Area tujuan di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

dikoordinasikan dengan penanggung jawab di Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan instansi
terkait di Tempat Pemasukan dan Tempat
Pengeluaran; dan

b. diinformasikan . . .
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(2) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap Pemasukan atau Pengeluaran:

a. Satwa Liar yang dilindungi atau Satwa Liar yang tidak
boleh diperdagangkan, diserahkan kepada instansi
yang membidangi konservasi dan sumber daya alam
untuk dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

1. Satwa Liar yang tidak dilindungi atau Satwa Liar yang
boleh diperdagangkan, dilakukan penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4),
ayat (5), dan/atau ayat (6).

(3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Dokter Hewan Karantina menerbitkan berita acara
penolakan.

(4) Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Pemilik.

Pasal 79

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan publik terhadap
Pemasukan antar-Area Media Pembawa HPHK yang berasal
dari pulau yang belum ditetapkan sebagai Tempat Pengeluaran,
dilakukan tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan
di Tempat Pemasukan.

Paragraf 7
Pemusnahan

Pasal 80

(1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
avat (3) huruf a angka 7 dan/atau huruf b angka 4
dilakukan terhadap Pemasukan, jika setelah:

a. diturunkan dari alat angkut dan dilakukan
pemeriksaan sanitasi, Media Pembawa HPHK berupa:

1. Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf a;

2. Produk Hewan yang tergolong Pangan, Pakan, atau
PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61
ayat (2) huruf c; atau

3. Pangan atau Pakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (2) huruf e dan Pasal 70 ayat (1)
huruf a,

ternyata busuk atau rusak;

b. dilakukan . . .









